NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA .
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN CANTARANG
DENGAN

DEWAN PENGURUS KECAMATAN
B
ADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASJID INDONESIA (DFK BKPRMI)

KECAMATAN GANTARANG

NOMOR : 01/SN-04-04/HM.02.03/1X/2020
NOMOR : 001.B/016.04/IX/2020
TENTANG

PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILTHAN DAN SOSIALISASI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BULUKUMEA
TAHUN 2020

. Pada hari ini Sabty, Tanggal 5 September Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat

gi Desa Bonto Macinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, kami yang
értanda tangan di bawah ini:

1. Nama : HERMAN, S.Pd., M.Pd.
Jabatan  : Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kec.Gantarang
Alamat Borong Jatie KelJalanjang Kecamatan Gantarang Kab.
Bulukumba

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut dan atas mama
Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Gantarang yang berkedudukan di
Kecamatan Gantarang, yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban
mengawasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 berdasarkan Undang Undang Nomor 7
Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang selanjutnya
dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : TAHMIL, S.Pd.L
Alamat : Desa Taccorong Kec.Gantarang
Jabatan  : Sekretaris Umum DPK BKPRMI Kec.Gatarang, dan karenanya
bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Dewan
Pengurus Kecamatan Badan Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPK
BKPRMI) Kec.Gantarang yang berkedudukan di Kecamatan Gantarang

Kabupaten Bulukumba, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut
PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK

PARA PIHAK pencegahan potensi pelanggaran dan sosialisasi pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020, dengan ketentuan
sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:
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Pasal 12

uat dalam rangkap 2 (dua) t‘);ﬁ::;emw‘
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PIHAK PERTAMA,
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PIHAK KEDUA,
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BAB I
KETENTUAN HUKUM

ain; Pasal 1
Undang U‘nl()]mdasa"kﬂn ketentuan:
Undang N, ANg Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Un.danﬁ
Penggant umr)r 1 Tahun 2015 tentang penctapan peraturan pemerinta
Bupati dar ndang undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan G'ubcrnur,.
5898) 1 Walikota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo!

2. Ung
an '
cgarag ;?ndang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ({ugrmaee?
Negara R\cpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
3 €publik Indonesia Nomor 6109)

Peraty
tent fan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 7 Tahun 2019
ang Ol'gani

Pemiiy sasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas
\ Sekr: 1an Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
ctariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan

Sek : - i
kretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara

2 Szlz::mk Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); N
Edaran Badan Pengawas  Pemilihan Umum Nomor
0410/ K.Bawaslu/HK.05/X1/2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Pasal 2

- Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama
antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA
PIHAK dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi
masyarakat dalam menyelenggarakan pemilihan, khususnya pencegahan
terhadap potensi pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
° Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 secara terencana, terpadu, terkoordinasi

dan berkualitas.

2. Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan
Pemilihan menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan,
berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan
dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif.

3. Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan
partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilihan berdasarkan prinsip-
prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas, pelaksanaannya
diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan/atau dapat
diselenggarakan secara langsung oleh PIHAK KEDUA setelah berkoordinasi
dengan Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan/atau saling melibatkan antara
PARA PIHAK.

https://jdih.bawaslu.go.id
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Nota kesepahaman dengan ketentuan sehagai berikut:

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
1 Mk
Hrrnhslm dari nota kesepahaman i adalah untuk bekerjasama dalam hal

W et ben - 1 : :
Pengembangan pengawasan partisipatif, memberikan Pendidikan politik,
WONIn 1 trramed s

Yitam kepada masvarakat untuk mencegah potensi pelanggaran

ti.’!l: m 1wzt rrene 3,
™ pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba
Vaitu:

SCrta

Tahun 2020,

1 Politik vang
12 Netralitas ASN TN i, K
‘ Netralitas ASK, TN]. Polri, Kepala Desa dan Penvelenggara
1.3 Politing s S5ARA
14

I Penyebaran Berita Bohong (HOAX)
TWuan dari Nots kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama
sosialisasi  dan  pencegahan terhadap potensi pelanggaran
eaimana dimaksud pada poin 1 (satu)

3. Kenasama  inj diarahkan

dalam  hal
seby

untuk mensinergikan  kegiatan-kegiatan  dalam
mendulcung teraiptanya penyelanggaraan Pemilihan, khususnya pelaksanaan
pengawasan Pemilihan, untuk mewujudkan terselenggaranva Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020,

Kerjasama ini secara lebih luas, dimaksudkan untuk melakukan pendidikan

politik dan demokrasi bagi warga masyarakat, sebagai upaya mendorong
kehidupan dan perkembangan Demokrasi vang lebih matang dan berkualitas
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup dar nota kesepahaman ini meliputi meningkatkan kesadaran

v masyvarakat akan pentingnva pengawasan partisipatif dan Pentingnya masyarakat
terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan sebagai upaya pencegahan terhadap
pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba
Tahun 2020, dengan metode dan strategi diserahkan kepada PARA PIHAK.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 5

1. Pelaksanaan Nota kesepahaman ini dapat dilaksanakan PARA PIHAK secara
bersama-suma dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas,
fungsi dan kewenangannya.

2. Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu)
dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yang
merupakan perwakilan dan PARA PIHAK.
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BAB V
BENTUK KERJASAMA
Dalam menjal Pasal 6 _—
fungs:, 1 njalankan nota kesepahaman ini, PARA PIHAK tetap mengs '
d Wugas dan kewenangan lembaga masing masing schagaunana Yang dinty
alam AD/ART atau nama lamn dan lembaga PARA PIHAK

nAD VI
PEMDIAYAAN
| Pasal 7
1. Biava vang timbul akibat pelaksanaan nota kearpahaman maupun perjanyan
kena sama  dibebankan pada anggaran PARA PIHAK  seauas peraturan

perundang-undangan yang betlaky

2. Sumber dana lain vang tidak mengkat vang sah
dalam tugas pemeriksaan

dan seeuasl peraturan

perundang-undangan vang berlaky dan bukan
perkara atau kasus

HAR VI
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal A
PARA PIHAK M;'h.‘!‘t:&! untuk mengadakan perier 2 WA LLTRNENYA i

{satu) kali dalam sebulan untuk mengevaluas

Faesl 9
Nota kesepahaman ini dapatl divlal berndassrban bresrpaiatan FARA PIHAK
Bfy 104 « al ssvars Wt a darn $randatangant

perubahan naskah kesepaharmal
oleh PARA PIHAK dan meniadi saty besatuan dan hagian svang thdal terpusahcal

din nota kesepahaman ind

Pasal 10

Perbedaan pendapat alau besalahpahaman sar
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kesepahaman in akan disclesalban dengan sebadk baknss

untuk mulakat
HAB VI ‘

rExuvTUP

Pasal 11}
Nota kesepahaman imt berlaku untub jangka waktu selams satu tahun terbatung
mulal tanggal Lima bulan September tahun dus nbu dua pululs sampa dersgan
tanggal lLama bulan September tahun dua nbu dus puiuh saly dengan betentuan
dapat diperpanpang kembab atas persetujuan PARA PIHAK.
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